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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ‘

10. Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
‘Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembéran Negara Republik Indonesia

| Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5234); ‘ .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
‘Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagalmana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Téhun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemeriﬁtah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Rgpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155); B
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76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014 ;

27 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
. BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ' ' '

]

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumliah Rp. 822;927.230.258,~ bertambah sejumlah Rp. 20.336;986.612,-

sehingga menjadi Rp: 843.264.216.870,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan : _
a. Semula ' - Rp. 1789.257.386.796,-
b. Bertambah/berkurang | " Rp. | 8.793.838.147,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. ~798.051.224.943 - _
2. Belanja '
2. Semula } Rp. 822:927.230.258,-
b. Bertambah/berkurang ' . Rp. 20.336.986.612,-
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 843.264.216.870,—

Surplus/(Defisit) setelah perubahan _ Rp. (45.212.991.927,-)




3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1). Semula Rp. 41.320.843.462,-

2). Bertambah/berkurang S Rp o 8.292.148.465 -
Jumlah penerimaan setelah perubahan : - Rp. 49.612.991.927,-

b. Pengeluaran.

1). Semula _~ - " Rp. 7.651.000.000,-

2). Bertambahvberkurang R ' Rp. (3.251.000.000,-)

Jumlah pengeluaran setelah pérubahan . . " Rp. : 4.400.000.000,-

Jumlah pembiayaan neto setelah pei'ubahan : . Rp. . 45.212.991.927,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran sete]a;h Perubahan ' Rp. ' A 0,-
- Pasal 2 |

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebihlanjut pada Lampiran Peraturan ini.
Pasal 3 '

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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